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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Otonomi Daerah
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah Secara Umum
Pelaksanaan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang yang besar bagi daerah dalam mewujudkan pembangunan di daerah serta tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih ( Good Governance ). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kaho, sebagai berikut:

”Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab,dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar–benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan peraturan–peraturan, pembinaan politik dan kesatuan bangsa serta menjadi hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan” ( Kaho, 1988:18 ).

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar  kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh A.W Widjaja sebagai berikut: Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sisitem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2001:21-22).
Urusan yang diserahkan menurut pengertian diatas termasuk didalammya urusan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal tersebut diungkapkan dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemrintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2005:4).
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut parakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat6,2005:4).
Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efekti, efesien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusuan suatu daerah dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyerahan urusan dalan pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada tiga asas. Asas tersebut, terdiri dari: 
1) Asas desentralisasi adalah adalah penyerahan  wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

2) Asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerinatahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertical di wilayah tertentu.

3) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

     (Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 7, 8 dan 9).
Pelaksanaan asas desentralisasi akan membawa efektifitas dalam pemerintahan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya daerah dalam satu wilayah negara, dimana daerah - daerah tersebut memiliki sifat–sifat yang khusus.

Pelaksanaan otonomi di daerah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Manusia pelaksananya harus baik;

2. Keuangan harus cukup dan baik;

3. Peralatannya harus cukup dan baik;

4. Organisasi dan manejemen yang baik.

( Kaho, 1988:60 )
Faktor–Faktor di atas harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena:

1. Manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan dan manusia merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.

2. Keuangan disini mengandung arti setiap hal yang berhubungan dengan masalah uang, seperti: sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku dan lainnya. Keuangan sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin banyak jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kegiatan yang dapat dilaksanakan, demikian juga semakin baik pengelolaanya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan oleh M. Manullang, sebagai berikut:

” Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga dengan pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah” ( dalam Kaho, 1988:61 ).
3. Peralatan yang baik merupakan peralatan yang praktis, efisien dan efektif. Peralatan tersebut sangat jelas diperlukan untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik.

4. Organisasi yang baik dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Selain oraganisasi, manajemen yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai, dimana menurut Manullang, sebagai berikut: ”Cara bagaimana mencapai tujuan pemerintah daerah ditentukan oleh manajemen pemerintah daerah itu” (dalam Kaho, 1988:63).

Berdasarkan ungkapan tersebut jelas terlihat, bahwa selain keuangan, faktor lain juga sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan dalam suatu daerah.

2.1.2 Prinsip Otonomi

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab:

a. Nyata, berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

b. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

2.1.3 Tolok Ukur Pelaksanaan Otonomi Daerah

Keberhasilan pelaksanaan otonomi suatu daerah diukur dari hal-hal sebagai berikut, yang terdiri dari variabel-variable pokok, penunjang dan khusus.
1) Variabel Pokok, terdiri dari:

a. Kemampuan PAD/Keuangan;

b. Kemampuan Aparatur;

c. Kemampuan partisipasi Masyarakat;

d. Kemampuan ekonomi;

e. Kemampuan Demogarafi;

f. Kemampuan Organisasi dan Administrasi.

2) Variabel Penunjang, terdiri dari:
a. faktor Geografi;

b. Faktor Sosial Budaya;

3) Variabel Khusus, terdiri dari:

a. Sosial Politik;

b. Pertahanan dan Keamanan;

c. Penghayatan Keagamaan;

Tolok ukur tersebut dapat ditujukan sebagai salah astu alat untuk melihat keadaan daerah otonomi dan kondisi daerah otonom ayang digunakan untuk membina daerah menuju pada otonomi secara mandiri.
2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah modal dasar pemerintah daeah dalam mendapatkan dana pembangunan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dari dari pemerintah tingkat atas.   
Pendapatan asli daerah berdasarkan buku selayang Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung diartikan sebagai: penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang (2005:21).  

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33  tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pasal 1 ayat 17). 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah, dibagi menjadi 2 kewenangan:

a.  Pajak provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air ( PKB ).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel: (Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2003 tentang pajak hotel).

Objek pajak: adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. 

Subjek pajak: adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Wajib pajak: adalah pengusaha hotel.

Tarif pajak: ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran kepada hotel.

2. Pajak Restauran: (Perda Kota Bandung No.03 tahun 2003 tentang pajak restauran).

Objek pajak: adalah pelayanan yang disediakan restauran dengan pembayaran.

Subjek pajak: adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restauran.

Wajib pajak: adalah Pengusaha restauran.

Tarif pajak: ditetapkan sebesara 10% dari jumlah pembayaran kepada restauran.

3. Pajak Hiburan: pajak atas penyelenggaraan hiburan (Perda Kota Bandung No.11 tahun 2000 tentang pajak hiburan).

Objek pajak: adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olah raga, yang antara lain berikut tarifnya.

Tarif pajak: ditetapkan untuk setiap jenis hiburan.

1) Pertunjukan film di bioskop:

· Gol. A II utama sebesar 12,5%

· Gol. A II sebesar 10%

· Gol. A I sebesar 10%

· Gol. B II sebesar 7,5%

· Gol. B I sebesar 7,5%

· Gol. C sebesar 5%

· Gol. D sebesar 5%

· Jenis keliling sebesar 5%

2) Pertunjukan kesenian dan sejenisnya seperti kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10%.

3) Pertunjukan/ pagelaran musik dan tari sebesar 25%.

4) Diskotik, Bar, Karaoke, Pub, Klub malam sebesar 30%.

5) Permainan Bilyard sebesar 10%.

6) Permainan ketangkasan dan sejenisnya: Dewasa sebesar 25% dan anak-anak sebesar 10%.

7) Panti pijat sebesar 25%.

8) Mandi uap dan sejenisnya sebesar 25%.

9) Pertandingan olah raga sebesar 12,5%.

10) Permainan bowling sebebsar 15%.

11) Tempat rekreasi termasuk didalamnya kolam renang sebesar 10%.

12) Pusat kebugaran sebesar 10%.

13) Jasa pemandu lagu sebesar 30%.

4. Pajak reklame: adalah semua penyelenggara reklame ( Perda No.08 tahun 2003 tentang pajak reklame ).

Objek pajak meliputi:

a. Reklame papan/ billboard.

b. Reklame kain.

c. Reklame melekat ( stiker ).

d. Reklame selebaran.

e. Reklame berjalan/ kendaraan.

f. Reklame udara.

g. Reklame suara.

h. Reklame film/ slide.

i. Reklame perayaan.

Objek yang dikecualikan adalah:

a. Reklame internet, TV, radio, warta harian/ mingguan/ bulanan.

b. Reklame khusus untuk kegiatan: sosial, pendidikan, keagamaan, politik.

Subjek pajak: adalah orang/pribadi/badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Wajib pajak: adalah orang/ pribadi/ badan yang menyelenggarakan reklame.

Tarif pajak: sebesar 25%.

5. Pajak penerangan jalan ( Perda No.28 tahun 2002 tentang penerangan jalan ).

Objek pajak: adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

Subjek pajak: adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan listrik dan/ atau pengguna tenaga listrik.

Tarif pajak: ditetapkan sebagai berikut;

1) Pengguna tenaga listrik bukan untuk golongan industri yang berasal dari PLN sebesar 4,5%.

2) Pengguna tenaga listrik untuk golongan industri/ usaha yang berasal dari PLN sebesar 3%.

3) Pengguna tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN sebesar 9%.

6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ( Perda No.02 tahun 1998 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol.C ).

Objek Pajak: adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, meliputi:

1) Asbes                                            8) Graham batu       15) Pasir dan kerikil

2) Batu tulis                                     9) Grafit                  16) Pasir kuarsa

3) Batu setengah permata                 10) Kalsit                 17) Tanah liat

4) Batu apung                                   11) Kaolin                18) Zeolit

5) Batu kapur                                    12) Magnesit             19) Dll. 

6) Batu permata                                13) Marmer

7) Bantoin                                         14) Nitrat

Subjek pajak: adalah orang pribadi atau badan yang mengekploitasikan bahan galian gol. C

Dasar pengenaan tarif:

· Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C yaitu: dengan cara mengalikan volume/ tonase hasil ekploitasi dengan nilai dasar atau dengan harga standar masing-masing jenis bahan.

· Tarif pajak ditetapkan setinggi-tingginya 20%.

7. Pajak parkir: (Perda No.13 tahun 2001 tentang pajak parkir).

Objek pajak: adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Subjek pajak: adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat perparkiran ( swasta ).

8. Pajak sewa menyewa/ kontrak rumah dan/atau bangunan: (Perda No.04 tahun 2003 tentang pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan)

Objek pajak: adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran atas penghunian dan/atau penggunaan rumah dan/atau bangunan yang disewakan/dikontrakan.

Subjek pajak: adalah orang pribadi atau badan ayang meyewa/mengontrak rumah dan/atau bangunan.

Wajib pajak: adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan lainnya.

Tarif pajak: ditetapkan sebesar 5% dari dasar penyewaan pajak.

Besar pajak: [ Indeks lokasi (IL) x Indeks fungsi (IF) x Standar biaya] x Tarif pajak.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang dilakukan oleh badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dipaksakan dan digiunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah derah, dibagi kedalam tiga jenis:

a. Retribusi Jasa Umum:

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha:

Jasa yang disediakan oleh pemerinath daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

c. Retribusi Perijinan Tertentu:

Pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan pengolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara Lain:

· Penjualan aset tetap daerah

· Jasa giro

2.2.2 Dana Perimbangan
Dana yang bersumber dari APBN yang dilaksanakn kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desaentralisasi, yang terdiri dari:

1. Bagian daerah dari penerimaan

· Pajak bumi bangunan ( PBB ) : Pusat 10%, Daerah 90%.

· Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB ) : Pusat 20%, Daerah 80%.

· Sumber daya Alam: - Sektor kehutanan

                                        - Sektor pertambangan umum
                                        - Sektor perikanan

· Masing-masing untuk : Pusat 20%, Daerah 80%.

                                       - Sektor Pertambangan Minyak

                                          - Sektor Gas Alam

2. Dana Alokasi Umum
Dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan Pemerataan kemampuan keuangan.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana yang berasal dari APBN, dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

2.2.3 Pinjaman Daerah

Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

2.2.4 Lain-lain Penerimaan yang sah, antara lain:

· Hibah

· Dana darurat dan penerimaan lainnya sesuia Undang-Undang yang berlaku.
2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak Secara Umum
Istilah pajak di masyarakat Indonesia bukanlah istilah baru. Istilah pajak  dalam kehidupan sehari-hari selalu dicampur adukan dengan pengertian lain dan sebagian besar dari pada masyarakat itu sendiri belum adanya kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabakan oleh fakor ketidaktahuan wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
Pajak merupakan peralihan kekayaan atau uang dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan melalui negara tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk. Peranan pajak dalam pembangunan sangat besar, karena pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri dan dijadikan sebagai modal pembangunan nasional. Berikut ini pengertian pajak menurut beberapa pakar pajak:

Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip oleh Siti Resmi adalah sebagai berikut:
“Iuran kepada negara ( yang dapat di paksakan ) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (dalam Resmi, 1987: 13).
Berdasarkan Pengertian pajak di atas dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Pendapat Soeparman seomahamidjaja yang dikutip oleh Early Suandy  mengartikan pajak sebagai berikut:

”Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (Suandy,2004:5).

Pajak merupakan sejenis pungutan yang berfungsi mengatur dan ditekankan pentingnya unsur paksaan, karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang diuraikan di atas pjak mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut:
1. Fungsi budgetair ( sumber keuangan negara ), pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi regulerend ( mengatur ), alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

(Resmi, 2003: 2-3).
2.3.2 Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan sumber dana potensi bagi daerah supaya dapat melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah. 
Berkaitan dengan pajak daerah, peneliti mengemukakan pengertian menurut Suandy:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” (Suandy, 2000:140 ).

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula hasil dari pajak daerah tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juli Panglima Saragih mengungkapkannya sebagai berikut:
” Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah” ( Saragih, 2003: 61 ).
Pengertian pajak daerah yang dikutip dari buku selayang pandang dinas pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh sub dinas perencanaan program seksi penyuluhan  adalah:

”Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah” (2005:21).
Berdasarkan pengertian dari pajak daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada daerah: yang berhak memungut pajak hanyalah daerah. 

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan: pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari daerah yang langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yakni pengeluaraan yang bermanfaat bagi masyarakat.
2.3.3 Pajak Hotel

Berkaitan dengan pajak hotel peneliti akan mengemukakan pengertian menurut Perda Kota Bandung No.02 tahun 2003 tentang Pajak hotel, tetapi Sebelum menjelaskan pengertian dari pajak hotel, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari hotel. Pengertian hotel menurut Perda Kota Bandung No.02 tahun 2003 pasal 1 ayat h tentang Pajak hotel adalah:
“Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran”( Perda Kota Bandung No.02 tahun 2003, 2003:6).
Menurut Perda Kota Bandung No.02 tahun 2003 pasal 1 ayat g tentang Pajak hotel dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak hotel adalah: pajak atas pelayanan di hotel.
Berdasarkan pengetian diatas, yang menjadi objek pajak hotel adalah, sebagai berikut:

1. Hotel, penginapan atau jenis lainnya seperti gubuk pariwisata ( Cottage ), motel, wisma pariwisata, pesangrahan ( Hostel ), losmen, guest house;
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan antara lain: telepon faksimil, telex, foto copy pelayanan cuci, seterika taksi dan pengangkutan lainnya yang dikelola hotel;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oelh manajemen hotel, antara lain: pusat kebugaran ( Fitness center ), kolam renang, teenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
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